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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

Menimbang

Mengingat

NOMOR : W12.U4/202 [KP.04.5/12/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

.
.

1.

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS 1B

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Momor ;| PER/S/M.PANIS/2007 tentang Pedoman Umum
Panetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

bahwa dengan berakhirmya masa Rencana Pembangunan
Jangka Manengah (RPJM) Tahun 2015 = 2019, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B
periu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Undang-undang MNomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Momer :14 Tahun 1885 tentang
Mahkamah AgLng;

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang MNomor : 49 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Pemerntah Nomor | 8 Tahun 20068 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 fentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan,

Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PERSM.PAN/SZ007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja;



Memperhatikan

Menetapkan

Fertama

Kedua

Ketiga

-
P

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
28TTISEK/OT.01.112/2022, tanggal 14 Desember 2022
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP ;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Womor : 173/SEK/SKIV2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama(lKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
KELAS |B TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
KELAS IB.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan MNegeri Pekalongan Kelas |B, untuk menetapkan
Renstra, Rencapa Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan
penyusunan Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKJIF) sera
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA Ri
dan Pengadilan Negen Pekalongan agar tetap memiliki IKU yang
valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja,
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian har terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan  : di Pekalongan
pada tanggal : 1% Desember 2022




Lampiran  : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Megeri

Pekalongan Kelas IB
Nomor T WI12.U4/ e fKP.07.01/12/2022
Tanggal : /2 Desember 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

KINERJA LITANA INDIKATOR KINERJA PEMJELASAN G JAWAB SUMBER DATA
Terwujudnya Peradiian | . Persontase parvara Perdata
yang Pasti, Trensparan, | yang  Disslesakan  Tepat
dan Akuntabe! Wiaktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Topal
Waktu 100%
Juinlah Parkara Perdata yang Disslesaikan
Catatan :
B SEMA Momor 2 Tehun 2014 tanggal 13 Marst 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tirgkst Perama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradlian
Fanitera Laporan Bulsnan dan

B Sumt Diren Badilem Nomar 488/0jufHM 02 3472021 Tanpgal 28 Apnl 2021 Perihal
Pangendalian Penyalesatan Minutasi dan Pamberkasan Peicara.

B Pekara yang diselesaikan tepal wakiu menggunskan inlornas| jengka wektu
pefysiessian pada SIPP.

B Jumiah parkara yang diselesaikan tepal wakly adatah perkara yang diputus den
diminwtasi pada tehun berjalan sesual SEMA Momor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan
TK Partama paling tambat 5 (lirma) buban

B Khusus wiiuk perkara Tiplkor penyelesaian iepst wakiu adalah 2 (dua) bulan sesuai
LU Mormor 31 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl.

B Jurnish Perkara yang disslesalkan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada

tahun barjelan.

Laporan Tahunan




b Persenlase perkara Pidana
yang  Disolesaikan  Tepat
Wakiu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselasaikan Tepat

Waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diselasalkan
Catatan :

B SEMA Momor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Temtang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkst Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan.

B Surat Dijen Badilum Nomor 486DjwHM 02 23402021 Tanggal 38 April 2021 Perihal
Pengendalian Pernyelasaan Minulasl dan Pemberkasan Perkara.

B Perkars yang diselesslkan tepat wektu menggunakan informasi jangka  wakiu
penyelesaian pada SIPP.

®  Jjumiah percara yang diselesaikan tepat wakiu adalah podkama yang dipulus dan
diminutasi pada tahun bedalan sesual SEMA Momor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan
T Partarna paling lambat 5 (ima) bulan.

[ ] Khisus untuk parkara Tiplkor penyelesaian tepat wakiu adalah 2 (dug) bulen sesuai
UL Mamor 31 Tahun 1958 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsd,

B Jumiah Perkara yang diselksaikan adalah perkara yang diputus dan dimenutasi pada
tafun bergaian.

Fanitara

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahuran

. Persemtase Periara yang Tidak
Meengajuban  Upaya  Hukum
Bardling

Jumiah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bending

Jumiah Perkara yang diselesaikan

{atatsn

B jumlah perkars yang Gdak engajukan upays hikum banding adalok jumish perkara di tabun
berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

B jumlah perkara yang diselesalkan adalah perkara vang diputus dan diminetasi pada tahon
berjalan

Panitera

Laporan Bulanan dan
Laparan Tahuman

d. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Uipaya Hukum Easasi

Jismilah Perkara Yang Tidak mengajidcan upays Hukum Kasasi
LEH

Jumiah Parkara khusis yang disalesaikan

B Jumiah perkara vang tidak mengajukan upaya hukum kassl adalah jumlah perkara tahun berjalan
vang tidak disjulcan upaya hukum kasasl

B jumlkah periara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputas den diminatasi ditabun
kerjalan pada Peradilan Tingkat Fertama dengan upaya hukum kasasl, antara lain peda perkara

Fandera

Laparan Bularsn dan
Laporan Tahunan




pidana yang diputus bebas murnl, perkara niaga, senghketa pemily, PHY dan permahonan perkars
pardata,

e Persentaie Perksrs Anak yang

Jumilah Perkara divers] yang dinyatakan barhasil

Diselmsaikan dengan Divorsi 100%
Jumilah Parkara divers!
Cataltan -
B jumlsh periars diversi yang dinyataban berhagl adalzh pidana ansk di thun berplan yang Fanitera Laporan Bulanan dan
diajukan secars diesrsi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversl berhasil, Laparan Tahunan
B jumlahk periars divers: adakah jumlah perkara pidana anak yang diajukan divessi,
B Peraturan Mabkamah Agung Momar & Tahun 2018 tertang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam
sistem peradilan pidana anak.
f index perieps pencard kesdilan
yang puns terhadsp  Layanan inden Kepuasan Pencar Kesdilan
peradilan Panitera Laporen Semesieran,
Bulasandan Laparan
Cakatan i Tahisman
W PERMENPAN Nomor 14 Tahen 2017 tentang Pedoman Penyusionan Sufvey Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pefayanan Publik,
B Nilad Persepsi minkmal 3,6 dengan nial korsers immrnal (KM Index harus == B0
Beningkatan  Efekthitas | a. Persentsse  Salinan  Putusan Jumilah Salinan Putusan Perdata yang di minutas| dan dikirim Tepat Wakiu
Pongelolaan Penyelasaian | Perdata yang disamoaikan ke para 100%
Porkera plinak tepat wakiu, Jumlah Putusan Perdata kesslusuhanyang-di-md tsgandrlian
Catatan |
B ntuk Pengadilan T Pertama disampaikan kepada para pihak. Panitera Laporan Butanan dan

B SEMAA Nomor 1 Tabus 20101 Tertang peryampaian Sasnan dan Petikan Putusan

8 jumbh putusan adakah perkara minotas yang sudsh diputus/dikirdimkan

® Surat Diren Badilum Nomor S8G6/0Ju/HM02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal
Pemgentdaian Penyelssaian Minutas dan Pemberkasan Parkar.

W Jurndsh salinan patusan yang di mintasl dan didem tepat waktu adalzh jemish penyampaian
salinan putusan kepada para pikak dengan ketenlizan penyampaian yaitu untuk slaan atas
perkara pidana pongadilan berkewaliban mengirim kepads pars pihak sedsnghon walik
perkara perdata pengadifan menyedikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesisi
derngan ketentuan yang beraku.

W jumilah putusan adslah jumiah perkara yang dputus dan diminutasi pada tahun beralan.

Laparan Tahunan




b, Persantase  Salmam  Putusan
Fidana vana disampalkan ke pars
pihak tEpat wiklu,

Jurnbah Salinan Putusan Pidana yang di minutasl dan dikirim Tepat Waktu
1005

Jurniah Pubian Pidars b slurahan ying di-smeietac i ism

Catatan |

B Untuk Pengadilan TE Pertama disampalkan kepada para pehak.

B SEMA Nemor 1 Tahun 2011 Tentang peryampatan Safinan dan Petilen Putusan.

B furnlak putusan adalah perkara minutact yang sedah daputusdikinmban

W Surat Dirfjen Badidum Momor 486/0jw'HMUOZ.3/4/2021 Tangeal 28 Apeil 2031 Perihal
Pengendalian Peryelesaian Minutesi dan Pemberkasan Perkara.

B jumiah sfnan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumish penyampaian
salinan putusan kepada para pihvak dengan ketentuan penyampalan yaity wtuk salinan atas
perkara pidans pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan wntuk
perkara perdata pengadilan menyedikan dengan jangea waktu yang sudah dRestulan sasual
cengan ketantuan yang berlaku.

W jumiah patusan adalah jumiah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan,

Panitera

Lagoran Bulanan dan
Laparan Tehunan

€. Persentase Perkara Yang
Disebesabian Melalul dediasl

lumlah Perkara yang Diselesatian Mefals Medias berhasi
100%

Jumiah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Catatan ;

B PERMA Mosmor 1 Tahun 2046 tentang Prosedur Mediasi di Pengad#an

W Jurmlah pang diselecaicen melsll medash adalzh jumilah perkara yang dimedias dan dinyatakan
mediasi bethasl yang dibuktikan dengan akta perdarmaism (petusen perdamaian). Medias) yang
tidak dapat dilaksanakan yang telah deyatakan secara tertulis oleh medistar kepods Hakim
Pemeriksa Perkara dianggap sebagal mediasl berhasil,

B jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan vang seasul tardaftar

pada tahun berjalan.

Panfera

Laparan Tahunan




Meringkatya

Aknes

o Persentase  Perkara

Prodes

Peradilan bagl Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

vang Diselesadicn

Jumilah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumiah Perkara yang diajukan secara —
Prodeo
Catatan ©
Paniiera Laporan Bidansn den
W PERMA Nemar 1 Tahun 2004 testang Pedoeman Pemberian Layanan Hukum Bagl Masyarakat Bagi Laparan Tehunan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilar.
B Definist prodeo sesual of PERMA Momar 1 Tahun 2014 tentarg Pedoman Pemberian Layanan
Hutkuim Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembobasan biaya perkara,
B Peskars prodeo yang diselesaikan adalah proses peryalasalan prodes.
b. Persentase Poncarl  Keadilan
Golongan Tertantu yang
Mendepat  Layanan  Bantuan Jumiah Pencari Kead®an Golongan T tu yang Mendspatikan
Hukuen (Poshakurn) Layaman Bantuan Hukum 100%
Fanitera Laporan Bukinan dan
Jwmiah permahonan leysran hukum Laparan Tahunan
Catatan =
B FERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakar tidak
mampu i1 Pengadilan;
B Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
dan atau tidak memiliki akses pada imlormasi konsulasi hukem yang memerlukan layanan hukum;
W jumniah Layanan hukum adatah jumlah pencari keadlan yeng erdaftar pada register posbakum;
Memingkatnya Kepatuban | Persenlase  Pulwsan  Perkara
terhadag Putuzan | Perdats vang Diindsk lanjut
Fengadilan { Doecsa ks Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
100%
Jumlah Pemohonan eksebkusi
Cutzten : Panitera Laporan Butanan dan
Laporan Tahunan

W jumilah eksekisl yang telah selesal dilaksanaian adaish jumish pelaksanaan skiekusl, Penetapan
nan excutable harus disnggap sebagai pelakianaan eksakusl

B jumlah pemohonan sksekod adalah jumish pemabonan eksekusi yang diajukan phak ditahup
bergalan.

B BHT : Berkekuatan Hukwm Tetap




B Putusan yang ditindailanjuti = perkara permohonsn skiebusi vang dapat dilaksanakan, perian
vang sudah inkrah dan tidak dajukan permohonan elsekusi

B jumlah putusam perkasa perdats yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekus
vang ditindaklanjuti dengan saamasing sita eksekisl, lelang dan pengosongan.

Ditetapkan : di Pekalongan
pada tanggal : Desember 2022




